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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis 

Fiqh Siyāsah Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan 

Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme” untuk menjawab bagaimana 

eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme? dan bagaimana analisis fiqh siyāsah terhadap TAP 

MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Idelogi Marxisme, Leninisme, dan 

Komunisme? 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan data dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif 

dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang larangan 

ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme dalam sistem perundang-undangan 

negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif siya>sah dustu>ri>yah dan 

hukum positif dengan meletakkan konsep aturan siya>sah dustu>ri>yah sebagai rujukan 

dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis larangan Idelogi Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme menurut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 

tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini, dan ideologi marxisme, 

leninisme, dan komunisme dengan tegas dilarang di Indonesia, hal ini karena adanya 

TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia melalui munculnya UU 

Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 agar 

dikembalikannya Tap MPRS menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan di 

indonesia.  Menurut pandangan fiqh siyāsah, terjadi kesesuaian antara TAP MPRS 

Nomor 25 Tahun 1966 dengan konsep-konsep utama kajian siya>sah dustu>ri>yah, yaitu 

konstitusi, legislasi, ummah, dan shu>ra yang mengedepankan kemaslahatan ummat, 

bangsa, dan negara. 

Sebagaimana kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan tidak perlu ada 

lagi upaya-upaya hukum untuk mengubah TAP MPRS tersebut, dan dari lembaga-

lembaga tinggi negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melakukan berbagai 

tindakan preventif agar masyarakat tidak terpengaruh dengan mudah. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latara Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau, adat, budaya, serta 

keaneka ragaman suku, berpenduduk hampir sekitar 270 juta jiwa yang 

menempatinya sehingga dengan banyaknya latar belakang dirasa perlu 

adanya suatu formulasi hukum yang bisa merangkul dan menyatukan dari 

mulai sabang hingga meraoke, point itu lah yang disadari dan dicermati 

oleh founding fathers kita sehingga terbentuklah Pancasila. Kemudian 

muncul UUD 1945 sebagai konstitusi negara 

Indonesia merupakan negara yang menganut hukum eropa 

kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum civil law. Salah satu 

ciri utama civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan 

tertulis atau statutory law atau statutory legislations. Untuk mengatur 

penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga, membatasi kekuasaan 

penyelenggaraan negara, dan melindungi hak-hak warga negara, maka 

dalam sistem civil law tentu dibutuhkan banyak peraturan perundang-

undangan1 

Indonesia merupakan negara yang mendaulat diri sebagai negara 

hukum harus berkaca kembali apakah kini sudah sesuai dengan jiwa 

negara hukum. Salah satu aspek pijakan penilaian Indonesia sebagai 

negara hukum adalah dengan melihat aspek supremasi konstitusi. 

                                                           
1 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10. 
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Supremasi konstitusi hanya dapat terwujud dengan adanya tatanan norma 

hukum 

Hukum Perundang-undangan di Indonesia adalah hukum tertulis 

yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan 

dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan 

karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan 

fungsi perundang-undangan (legislator) dalam hal ini yakni DPR. Segala 

bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti 

formal maupun undang-undang dalam arti materiil, mencakup produk 

hukum tertulis tingkat nasional dan produk hukum tertulis yang 

diterapkan oleh pemerintah daerah2 

Sistem ketatanegaraan Indonesia berubah pasca amandemen UUD 

1945. Salah satu perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah 

terjadi pergantian paradigma kelembagaan negara. Dalam UUD 1945 

setelah amandemen disebutkan bahwasanya semua lembaga negara 

kedudukannya sejajar. UUD 1945 pasca amandemen tidak menempatkan 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaku sepenuhnya 

atas kedaulatan rakyat. Perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara 

berkonsekuensi pada tugas dan wewenang masing-masing lembaga 

negara. Konsekuensi lainnya adalah perubahan kedudukan produk hukum 

yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara, terutama produk 

hukum MPR yang berupa Ketetapan MPR. Produk hukum MPR yang 

                                                           
2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 33. 
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semula sebagai lembaga tertinggi negara, kedudukannya juga lebih tinggi 

dari pada produk hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara 

lain, Amandemen UUD 1945 yang menempatkan MPR sejajar lembaga-

lembaga negara lain dengan kewenangan terbatas berkonsekuensi pada 

Ketetapan MPR. 

UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada MPR untuk 

membentuk ketetapan MPR yang isinya bersifat mengatur. Oleh karena 

itu, menjadi persoalan ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan 

ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 

Penempatan kembali Ketetapan MPR ke dalam jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan diantara para 

ahli hukum, khususnya ahli hukum tata negara berkaitan dengan 

kedudukan dan kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945. MPR 

tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaku 

sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan MPR tidak berwenang untuk 

membentuk ketetapan MPR yang isinya bersifat mengatur. Penempatan 

ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga 

menimbulkan persoalan berkaitan dengan pengujian ketetapan MPR jika 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan pengujian Undang-Undang jika bertentangan dengan 

ketetapan MPR.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang menjadi awal mula 

perubahan atas UU No. 10 Tahun 2004 yang menempatkan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan (TAP MPR) sebagai bagian dari hierarki 

peraturan perundang-undangan telah mengantarkan banyak perdebatan 

dalam dunia akademik. Salah satunya, adalah karena pasca amandemen 

UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 struktur 

ketetanageraan Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tinggi Negara, pun 

begitu dengan kedudukan MPR yang kini tidak lagi sebagai lembaga 

tinggi negara.3 

Lembaga-lembaga negara memiliki stratifikasi yang sama dan 

prinsip checks and balances yang kemudian digunakan sebagai 

mekanisme menjalankan negara. Dengan demikian, tidak ada superioritas 

kelembagaan negara dan tidak ada lagi  produk hukum tertinggi secara 

formil selain UUD. Di samping itu, dengan melihat konsepsi Indonesia 

sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka jika TAP 

MPR RI dimasukkan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-

undangan merupakan suatu yang tidak begitu penting dan malah terkesan 

berlebihan 

Menariknya di dalam perjalanan sejarah, MPR selaku pemegang 

amanah kedaulatan rakyat pernah mengeluarkan TAP MPR diantaranya 

yaitu Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai 

                                                           
3 Jimly Asshidiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, cet 3 (Jakarta: 

Konstitusi Pers, 2006), 87. 
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Komunis Indonesia, Pernyataan PKI sebagai Organisasi Terlarang di 

Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dan Larangan Menyebarkan 

atau Mengembangkan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. 

TAP MPR ini yang menjadi kontroversi hingga saat ini, tidak lain yang 

merupakan produk Orde Baru yang melakukan kudeta merangkak untuk 

mendongkel pemerintahan Soekarno. Orde Baru di bawah kepemimpinan 

Soeharto menggunakan dalih G-30-S untuk memecah poros NASAKOM 

yang digagas oleh Soekarno yang terkenal dengan konsep Nasionalisme, 

Islamisme, dan Marxisme-nya. 

Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan tahun 1924. Partai 

Komunis Indonesia merupakan partai yang menganut aliran komunis yang 

artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. PKI memiliki tujuan untuk 

mewujudkan masyarakat komunis, baik secara parlementer maupun 

revolusioner. Sebagaimana yang tercantum pada mukaddimah AD/ART 

PKI yang juga terdapat dalam buku pedoman ABC Revolusi Indonesia, 

PKI menyatakan bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah komunis. 

PKI berkiblat pada paham Marxisme yang dipelopori oleh Karl Marx4. 

Berawal pada tahun 1914 seorang aktivis politik yang berideologi  

Marxisme bernama H.J.F.M Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W. 

Dekker, dan P. Bergma mendirikan organisasi Marxis pertama di Asia 

Tenggara, dengan sebutan Indische Sociaal Democratische Vereeniging 

(ISDV), Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan 

                                                           
4 Aminuddin Kasdi, Tragedi Nasional 1965  (Surabaya: UNESA University Press, 2008), 55. 
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untuk Indonesia, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota. Namun, 

partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. 

Tetapi ini berubah ketika Sneevliet memindahkan markas mereka dari 

Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai 

elemen seperti agama, nasionalis dan aktivis gerakan lainnya yang akhir-

akhir ini tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900.5 

Sneevliet sendiri sangat menyadari akan adanya hambatan bagi 

ISDV untuk menanamkan ajaran marxisme di Hindia Belanda. Untuk 

melaksanakan upaya tersebut, Sneevliet memanfaatkan organisasi 

Sarekat Islam. Caranya adalah dengan memasukkan anggota ISDV 

menjadi anggota Sarekat Islam, dan sebaliknya anggota Sarekat Islam 

boleh menjadi anggota ISDV atau dengan sistem ”keanggotaan 

rangkap”. Dengan sistem keanggotaan rangkap inilah, ISDV 

menyebarkan pengaruhnya kedalam anggota Sarekat Islam. Alhasil, 

Sneevliet dan kawan-kawannya sudah mempunyai pengaruh yang kuat di 

kalangan Sarekat Islam. Mereka berhasil membawa tokoh muda Sarekat 

Islam menjadi anggota ISDV, di antaranya Samaoen yang pada tahun 

1917 menjadi salah satu pimpinan Sarekat Islam Cabang Semarang dan 

Darsono seorang wartawan yang menjadi anggota Sarekat Islam. 

Keduanya di nilai sebagai orang-orang muda yang berdedikasi dan 

berambisi di bidang politik. Dengan memasuki ISDV dan Sarekat Islam 

                                                           
5 Siti Nurhalisa, “Partai Komunis Indonesia”, dalam 

http://nureuharisa.blogspot.com/2017/08/makalah-pki.html, diakses pada 20 November 2018. 

http://nureuharisa.blogspot.com/2017/08/makalah-pki.html
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kedua orang ini menjadi menyebar Marxisme ke kalangan masyarakat 

Indonesia.6 

Dalam pandangan masyarakat umum banyak sekali pendapat yang 

mengatakan bahwa sosialisme, Marxisme dan Komunisme merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Masyarakat Indonesia yang telah 

tersakiti dengan adanya pemberontaakan kaum komunis langsung saja 

menghakimi bahwa kominis itu haram  berada pada pikiran masyarakat 

Indonesia, begitupun juga dengan Marxisme dan Sosialisme yang 

dianggap sebagai cikal bakal Kominisme. 

Di tengah abad ke-19, teori Sosialisme menjadi bahan utama pada 

masanya. Seorang pemikir sosialis berpengaruh saat itu adalah berasal 

dari Jerman, Karl Marx (1818-1883),7 

Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham 

kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang 

dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat 

menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum 

sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak 

kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx 

berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya “kepemilikan 

pribadi” dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. 

Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham 

kapitalisme diganti dengan paham Komunisme. Bila kondisi ini terus 

                                                           
6 Ibid. 
7 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat  (Jakarta: Rajawali, 1982), 149 
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dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut 

keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. 

Doktrin Sosialisme Karl Marx kemudian dipopulerkan dengan 

istilah “Marxisme.” Istilah Marxisme sendiri adalah sebutan bagi 

pembakuan ajaran resmi Karl Marx dan terutama dilakukan oleh 

temannya Friedrich Engels (1820-1895) dan oleh tokoh teori Marxis Karl 

Kautsky (1854-1938).8 

Marxisme terlahir dari perlawanan dan perjuangan kelas buruh 

melawan sistem kapitalis, dan juga mewujudkan obsesi kemenangan 

gerakan sosialis. Hal inilah yang menjadi dasar pijakan muncul gerakan 

ini, namun teori awal tujuan gerakan Marxisme tidak sesuai dengan 

realita dan cita Marx sesungguhnya. 

Analisis kritis terhadap Marxisme tidak hanya berkembang dalam 

wacana pemikir non-marxis, tetatpi juga kalangan Marxis sendiri. 

Lahirnya aliran-aliran Marxis baru yang lebih moderat menunjukkan 

kesadaran untuk melakukan redefinisi konsep Marxisme. 

Dan kritik atas Marxisme dari kalangan non-marxis berasal dari 

berbagai kalangan, baik pemikir barat maupun pemikir timur. Dari 

kalangan timur sebut saja misalnya, Murtadha Muthahari, Allamah 

Thabathaba’i, dan Muhammad Baqir Sadr, Mushtafa Assiba’i, Maududi, 

Hassan Hanafi, Engineer, Sayyid Qutb dan yang lainnya. Mereka secara 

sistematis menyajikan kritik terhadap Marxisme. Mereka berupaya 

                                                           
8 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati  (Yogyakarta: RausyanFikr, 2010), 9. 
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menelanjangai satu persatu setiap konsep Marxisme yang dinilai berpijak 

pada materialisme9 

Salah satu sosok yang cukup berperan dalam mengangkat, 

mengkritisi, kemudian merekonstruksi gagasan-gagasan revolusioner 

Marx ke dalam wacana pemikiran Islam adalah Ali Syari’ati.10 Ia adalah 

seorang cendekiawan lulusan Sorbonne, mewakili produk baru 

cendekiawan berorientasi Islam yang tafsir reformisnya atas Islam 

Syiah.11 

Jika ditinjau melalui Hukum Islam, maka pembahasan tentang 

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 ini bisa dikaji ke ranah fiqh siya>sah tak 

lain dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya Lembaga Legislatif 

MPR, yang mana dalam hal ini bisa difokuskan dalam kajian Fiqh Siya>sah 

dustu>ri>yah yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan 

lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang 

lain dalam batas-batas administatif warga negara.12 

Fiqh siya>sah dustu>ri>yah ini dapat dibagi menjadi:13 

1. Bidang siya>sah tashri’i>yah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu al-

h}alli wa al-‘aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin 

dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-undang 

                                                           
9 Ibid., 80. 
10 Mohammad Khatami, Membangun Dialog Antar Peradaban, Harapan dan Tantangan 

(Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 79 
11 Allamah MH Thabathaba’i, Islam Syiah, Asal Usul dan Perkembangannya  (Jakarta: Pustaka 

Utama Grafiti, 1989), 10. 
12 Djazuli, Edisi Revisi Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 
Syariah  (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48. 
13 Ibid., 48. 
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Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan 

sebagainya.  

2. Bidang siya>sah tanfid{hi>yah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai’ah, wuzarah, wali < al-ahdi, dan lain-lain.  

3. Bidang siya>sah qad}a’i >yah, termasuk di dalamnya masalah peradilan.  

4. Bidang siya>sah idari>yah, termasuk di dalamnya masalah administratif 

dan kepegawaian. 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang 

dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 

dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.14 sehingga 

tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

merupakan prinsip fiqh siya>sah akan tercapai. 

Islam menempatkan manusia sebagai obyek yang dimuliakan 

Allah swt. Semua manusia dengan apapun dan bagaimanapun sifat 

kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupaun 

mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan maupun latar belakang. 

dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak ada kesenjangan, 

semuanya memperoleh kemuliaan yang sama 

Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan 

kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban seperti hak tetangga yang 

                                                           
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah …, 154. 
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lapar, diimbangi oleh kewajiban orang kaya untuk membagikan 

makananya. Hak orang yang dizalimi dijaga dengan menentang kezaliman 

oleh orang yang menyiksanya15 

Berdasarkan point-point di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti penyebab dilarangnya doktrin paham marxisme, leninisme, dan 

komunisme sehingga munculnya TAP MPR RI , untuk itu penulis akan 

memulai skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap TAP 

MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme”. 

  

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 

Tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme” 

yaitu: 

1. Garansi Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi. 

2. Pembersihan paham dan organisasi anti-Pancasila. 

3. Pelarangan ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme melalui 

TAP MPR RI  

4. Kedudukan TAP MPRS dalam hierarki Perundang-undangan di 

Indonesia 

                                                           
15 Eggi Sudjana, HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup …, 23. 
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5. Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan 

Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

6. Analisis fiqh siya>sah terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 

tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. 

Pembahasan yang lebih spesifik terhadap masalah dilaksanakan 

untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas serta 

tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, Maka dari itu 

dalam penelitian ini hanya dibatasi pada: 

1. Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan 

Ideologi Komunisme, Marxisme,dan Leninisme  

2. Analisis fiqh siya>sah terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 

tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, 

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang 

Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme? 

2. Bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap TAP MPRS Nomor 25 

Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan 

Komunisme? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi/penelitian yang telah ada.16 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni 

membahas perihal permasalahan mengenai Tap MPR RI dan pembahasan 

tentang Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Hal ini dilakukan agar 

menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu tersebut antara lain: 

1. “Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme Di Indonesia Tahun 

1917-1949”17 skripsi ini ditulis oleh Riski Muhafzan pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta 2015, 

dalam skirpsi ini menjelaskan bagaimana pandangan seorang tokoh 

Tan Malaka tentang paham Marxisme yang menjamur di wilayah 

Nusantara, yang pada saat itu masih eksisnya PKI yang di kemudian 

hari melakukan pembantaian massal pada September 1965, 

Pandangan Tan Malaka terhadap pemikiran Karl Marx dan Friedrich 

Engels tertuang dalam sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul 

                                                           
16  Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi 2017 (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Press, 2017), 8. 
17 Riski Muhafzan, “Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme Di Indonesia Tahun 1917-1949” 

(Skripsi--Universitas PGRI, Yogyakarta, 2015). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

 

MADILOG (Materialisme, Dialektika, dan Logika) pada tahun 

194318. 

Objek kajian dalam penelitian tersebut lebih condong kepada 

definisi sekaligus awal mula munculnya ajaran Marxisme, Leninisme, 

dan Komunisme 

2. “Konsep Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Sukarno”19 skripsi 

tersebut ditulis oleh Ahmad Romzan Fauzi pada Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, dalam skripsi tersebut 

memetakan awal mulanya Marxisme Leninisme dan Komunisme bisa 

masuk di Indonesia, yang berakar dari ide sosialisme dan di ambil 

dari pemahaman 2 tokoh Nasional, yaitu Tan Malaka dan Soekarno 

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menurut hemat 

penulis tentang konsep sosialisme antara Tan Malaka dan Sukarno 

yang mengambil titik tekan perbandingan pemikiran sosialisme 

sebagai konsep pembebasan terhadap penjajahan fisik dan mental 

rakyat Indonesia, serta sebagai kritik terhadap realitas bangsa 

Indonesia saat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Sosialisme 

sebagai ideologi, di perjuangkan oleh Tan Malaka dan Sukarno 

karena keduanya percaya sosialisme bertujuan mengangkat harkat 

martabat dan kesejahteraan berkeadilan sosial seluruh bangsa 

                                                           
18 Ibid., 49. 
19 Ahmad Romzan Fauzi, “Konsep Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Sukarno” (Skripsi--UIN 

Suka, Yogyakarta, 2009). 
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Indonesia. Dan yang menjadi objek kajian meliputi pandangan tokoh 

Nasional terhadap paham Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

3. “Analisis Hukum Re-eksistensi Tap MPR RI Dalam Hierarki 

Peraturan Perundang-undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-

undangan)”.20 Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Abrori pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, 

dalam skripsi tersebut akan diulas tentang keberadaan Tap MPR RI 

dan kedudukannya di hieararki Perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, maka 

penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya Re-eksistensi Ketetapan 

MPR dalam hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, 

Periode UU Nomor 10 Tahun 2004 Pada periode UU ini, Ketetapan 

MPR/S dinyatakan tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan 

perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- 

undang tersebut. Periode Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, 

merupakan UU yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 

Tahun 2004, Perubahan yang dimunculkan UU ini adalah 

                                                           
20 Muhammad Abrori, “Analisis Hukum Re-eksistensi Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangn-undangan)” (Skripsi--UIN Suka, Yogyakarta, 2011). 
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dikembalikannya Ketetapan MPR/S menjadi bagian dari jenis dan 

tata urutan peraturan perundang- undangan21 

Objek kajian pada penelitian tersebut yaitu mengenai 

kedudukan TAP MPR dalam hierarki Perundang-undangan. 

4. “Dinamika Partai Komunisme Indonesia Di Indonesia Tahun 1950-

1965”22 skripsi tersebut ditulis oleh Ahmad Sigit Kurniawan pada 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas jember 2012, 

dalam skripsi tersebut akan diulas tentang jejak ideologi marxisme, 

leninisme, dan komunisme di Indonesia yang di bawa oleh PKI. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, maka 

penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya dinamika PKI di 

Indonesia tahun 1950-1965 mengalami pasang surut. Pasca peristiwa 

Madiun Affair, PKI mampu bangkit dari keterpurukan untuk tampil 

dalam perpolitikan Indonesia dan mampu mempertahankan eksistensi 

partai selama demokrasi liberal. Strategi yang digunakan selama 

masa demokrasi liberal adalah strategi front persatuan nasional. Pada 

masa demokrasi terpimpin, PKI menggunakan strategi ofensif 

manipolis dan ofensif revolusioner. Pada masa tersebut, 

perkembangan PKI semakin besar. 

                                                           
21 Ibid., 58. 
22 Ahmad Sigit Kurniawan, “Dinamika Partai Komunisme Indonesia Di Indonesia Tahun 1950-

1965” (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2012). 
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Objek kajian pada penelitian tersebut yaitu mengenai strategi 

yang digunakan PKI selaku induk gerakan ideologi marxisme, 

leninisme, dan komunisme di tahun 1950-1965. 

5. “Marxism as Reflected in Arthur Miller’s Death of a Salesman“23 

skripsi tersebut ditulis oleh Fresty Boesya Layonda pada fakultas 

kesastraan universitas sumatera utara 2009, dalam skripsi tersebut 

menganalisa tentang Marxisme sebagai suatu paham yang cukup 

berpengaruh yang dicetuskan oleh Karl Marx yang dipaparkan 

melalui kehidupan tokoh-tokoh khususnya keluarga Willy Loman di 

dalam drama Death of a Salesman. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, maka 

penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya keluarga Willy Loman 

di dalam drama Death of a Salesman. digambarkan memiliki sifat 

materialistik sehingga terasing dari diri sendiri dan lingkungan 

sekitar akibat sistem Kapitalisme. Hal ini sesuai dengan paham 

Marxisme khususnya mengenai Materialisme yang berbunyi sistem 

Kapitalisme akan membuat seseorang bersifat materialistik sehingga 

terasing dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. 

Objek kajian pada penelitian tersebut yaitu mengenai kajian 

terhadap teori ideologi marxisme yang di jadikan sebagai antiteesis 

daripada kapitalisme yang dicetuskan oleh Adam smith. 

                                                           
23 Fresty Boesya Layonda, “Marxism as Reflected in Arthur Miller’s Death of a Salesman“ 

(Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009). 
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Berdasakan penelitian sebelumnya, banyak sudah ditemukan 

objek-objek kajian pembahasan yang serupa dengan penelitian ini, mulai 

dari Tap MPR RI, hingga Teori Marxisme, Lenisisme, dan Komunisme. 

Akan tetapi, yang membedakan dengan penelitian lain yaitu penelitian ini 

mengarah pada bagaimana analisis fiqh siya>sah terkait isi dari Tap MPRS 

Nomor 25 Tahun 1966. Meskipun demikian hal-hal yang sudah dituliskan 

di penelitian-penelitian sebelumnya akan penulis gunakan sebagai media 

untuk mempertajam analisis 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari skripsi skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengetahui analisis terhadap eksistensi TAP MPR Nomor 25 Tahun 

1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan 

Komunisme 

2. Mengetahui analisis fiqh siya>sah terhadap TAP MPRS Nomor 25 

Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan 

Komunisme 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata 

Negara, khususnya tentang;  

a. Eksistensi TAP MPR pasca amandemen UUD 1945  

b. Pelarangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme melalui 

Tap MPR berdasarkan fiqh siya>sah dustu>ri<yah 

2. Kegunaan Praktis  

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan 

bagi rakyat indonesia dalam bermasyarakat dengan menjauhkan 

paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila   

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang 

diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu 

arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan 

beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. 

Kata kunci dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Fiqh siya>sah adalah pembahasan tentang ketatanegaraan Islam dan 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah bagian yasiya>sah dustu>ri<yah. 

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, 
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legislasi, lembaga demokrasi dan shu>ra merupakan pilar penting 

dalam perundang-undangan tersebut 

2. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 merupakan prodak hukum dari 

MPRS pada tahun 1966 yang berisi pelarangan dari penguasa pasca 

Soekarno, atau Orde Baru terhadap paham-paham Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme sekaligus sebagai formulasi hukum untuk 

membubarkan Partai Komunis Indonesia  atau PKI 

3. Marxisme, Leninisme, Komunisme adalah suatu paham yang 

menyatakan bahwa negara haruslah ditata berdasarkan pada 

kepemilikan kolektif (collective ownership) atas semua harta benda, 

dan pengaturan di dalam tata politik ini dilakukan oleh pemerintah 

yang juga bertanggungjawab pada kepentingan semua warganya24, 

Ajaran ini yang menjadi madzhab perpolitikan oleh Partai Komunis 

Indonesia, yang berujung pada peristiwa G30S PKI. 

Jadi secara umum, penulis membahas mengenai pandangan fiqh 

siya>sah terhadap larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme 

di dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. 

 

H. Metode Penelitian 

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau kajian, maka 

diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat 

                                                           
24 Mohammad Hatta, Ajaran Marx Kepintaran Seorang Murid Membeo (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 15. 
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memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang 

bersangkutan.25 

Penelitian tentang “ Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap TAP MPRS 

Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, 

dan Komunisme”  merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan 

seperti berikut:  

1. Data yang dikumpulkan  

a. Teori ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme 

b. Penjelasan larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme 

melalui Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966  

c. Kronologi dilarangnya ideologi marxisme, leninisme, dan 

komunisme 

d. Teori siya>sah dustu>ri<yah 

2. Sumber data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat26, dan 

terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Tap MPRS 

Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 

Indonesia, Pernyataan PKI sebagai Organisasi Terlarang di 

                                                           
25 Koentjoroningrat, Metode-metode Skripsi Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1997), 30. 
26 Burhan Ash Shofa, Metode Skripsi Hukum, cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104 
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Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dan Larangan 

Menyebarkan atau Mengembangkan Ideologi Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme. 

b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang berasal dari literatur atau 

buku-buku yang berkaitan27 dengan skripsi ini yaitu buku-buku 

mengenai fiqh siya>sah dustu>ri>yah seperti karangan A Djazuli, 

Dokumenter Partai komunis Indonesia dan buku-buku Marxisme. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode 

untuk meneliti berbagai macam dokumen atau data yang 

berhubungan dengan pembahasan utama untuk digunakan sebagai 

bahan analisis, Dalam penelitian ini penulis mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan baik berupa peraturan perundang-

undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-

makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, 

maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan 

judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, 

dalam hal ini adalah data-data tentang larangan ideologi Marxisme, 

                                                           
27 Ibid. 
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Leninise, dan Komunisme menurut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 

1966 dengan konsep fiqh siya>sah dustu>ri>yah  

a. Deskriptif, yang merupakan suatu teknik dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.28 Dalam hal ini yakni mencari 

penjelasan dari berbagai buku serta pendapat beberapa tokoh 

tentang teori marxisme, leninisme, komunisme, dan fiqh siya>sah 

dustu>ri>yah. 

b. Deduktif, yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan 

dasar untuk menarik kesimpulan, berupa menarik kesimpulan 

khusus dari premis yang lebih umum. jika premis benar dan cara 

penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil 

kesimpulannya benar. penalaran deduktif erat dengan matematika 

khususnya matematika logika dan teori himpunan dan bilangan29 

Premis bersifat umum dalam hal ini teori tentang fiqh 

siya>sah dustu>ri>yah kemudian diaplikasikan ke varibel atau premis 

yang bersifat khusus dalam hal  ini TAP MPRS Nomor 25 Tahun 

                                                           
28 Nazir, Contoh Metode Penelitian …, 63. 
29 Apriani Rejeki, “Analisis penalaran deduktif”, dalam 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/, diakses pada 27 

November 2018. 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/
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1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan 

Komunisme. 

  

I. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 

dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut:  

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, 

identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam 

melakukan penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin 

keilmuan tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan 

sedapat mungkin mancakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan 

hinggan perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan 

didekati secara analisis. Dalam bab  ini  teori  yang  dipaparkan  adalah  

teori  fiqh  siya>sah  yang ditekankan pada fiqh  siya>sah  dustu>ri>yah yang 

nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah 

Bab ketiga, memuat variabel yang akan dijadikan bahan untuk di 

analisis menggunakan teori fiqh siya>sah dustu>ri>yah , dalam hal ini 

memuat penjelasan teori marxisme, leninisme, dan komunisme dan juga 

tentang dilarangnya ideologi tersebut melalui TAP MPR RI 
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Bab empat yaitu memuat mengenai analisis atas jawaban dari 

rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada 

bab 2. Pada bab ini yang nantinya barisikan dua jawaban, yaitu mengenai 

eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang larangan ideologi 

marxisme, leninisme, dan komunisme dan tinjauan fiqh siya>sahnya. 

 Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian 

diikuti oleh penyampaian saran. 
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BAB II 

KONSEP UMUM FIQH SIYA>SAH DUSTU>RI>YAH 

A. Pengertian Fiqh Siya>sah Dustu>ri>yah  

Kata fiqh siya>sah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan yang 

kedua yaitu al-siya>si. Kata fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan 

kata al-siya>si yang artinya adalah mengatur. Adapun pendapat para ahli 

mengenai kata fiqh siya>sah. Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut 

Imam al- Tirmidzi menyebut‚ fiqh tentang suatu‛ seperti dikutip  dari  

Amir  Syarifuddin yang berartikan mengetahui batinnya sampai kepada 

kedalamannya.1 

Kata faqaha‛ diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 

kali diantaranya digunakan untuk pengertian ‚kedalaman ilmu  yang  

dapat diambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah 

dibentuk pasti (qat}’i), fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak 

pasti (d}anni).  

Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum 

agama islam yang bersumber dari Al-quran dan sunah yang disusun oleh 

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. 

Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan  tentang 

pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam  (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15. 
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yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.2 Kata 

fiqh secara leksikal artinya yaitu tahu, paham dan mengerti adalah istilah 

yang digunakan secara khusus dibidang agama, yurisprudensi islam.3 

Adapun dilihat dari segi terminologisnya (istilah) kata  siya>sah  

disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli 

hukum Islam, antara lain yaitu : pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari 

mesir. Menurut beliau, siya>sah berarti mengatur sesuatu dengan cara 

membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul wahhab khalaf 

berpendapat definisi dari siya>sah yaitu sebagai Undang-Undang yang 

dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

berbagai hal. Ketiga, datang dari Abdurrahman. Menurut beliau siya>sah 

sebagai hukum dan peradilan,  lembaga pelaksanaan administrasi dan 

hubungan luar dengan Negara lain.4 

Menurut Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam 

makna kontekstual ayat 58 dan 59 surat al-Nisa, tentang dasar-dasar 

pemerintahan adalah unsur penting dalam format siya>sah. Ayat pertama 

berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya 

kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat 

berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus 

taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk negara kita adalah 

                                                           
2 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21. 
3 Ibid. 
4 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam  (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7. 
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Penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias 

politika) dan rakyat atau warga negara. 

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siya>sah adalah suatu 

tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan 

terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak 

menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut 

Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fiqh siya>sah adalah setiap 

perbuatan yang sesuai dengan maqa>sid al-shari<’ah al-ammah.5 

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siya>sah 

dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang 

dikemukakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari fiqh siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk 

pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar  ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.6 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh siya>sah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana 

kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan 

kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada 

                                                           
5 Shobir Thoimah, Dira>satu Fi> Nidho>mih Isla>m  (Beirut: Da>r Al-‘Ajil, 2007), 178. 
6 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah…, 26. 
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siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan atas 

kekuasaannya.7 

Siya>sah dustu>ri>yah adalah bagian fiqh siya>sah yang membahas 

mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas 

antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan 

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan 

shu>ra merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. 

Disamping itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep Negara hukum 

dalam siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga 

Negara serta hak-hak warga Negara wajib untuk dilindungi.8 

Kata dustu>ri berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah 

seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukan anggota kependetaan (Pemuka agama) Zoroaster (Majusi).9 

Setelah penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustu>r berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. 

Menurut istilah, dustu>r berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam 

sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis . Kata dustu>r juga 

sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah Undang-

                                                           
7 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 

1991), 2-3. 
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177. 
9 Ibid., 178. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

Undang dasar suatu negara.10 Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-

prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-

bedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. 

Oleh sebab itu kata dustu>r sama dengan constitution  dalam  

bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata 

dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidak  menutup  kemungkinan 

berasal dari kata dustu>r. Dengan demikian siya>sah dustu>ri>yah adalah 

bagian dari fiqh siya>sah yang membahas mengenai masalah perundang- 

undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. 

J. Suyuthi Pulungan11 memberikan definisi dari siya>sah dustu>ri>yah 

adalah siya>sah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala Negara), 

batasan kekuasaan lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan 

hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta  hubungan  antara 

penguasa dan rakyat. 

Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh 

peraturan negara, baik undang-undang maupun  peraturan perundang-

undangan harus digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, 

seluruh bentuk peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum 

                                                           
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), 281. 
11 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah…, 40. 
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syara’ yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma dan qiyas 

sebagai  pendukung12 

Selain itu ada yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang 

siya>sah dustu>ri>yah itu dibagi empat macam yaitu:13 

1. Konstitusi 

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah 

perundang- undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, 

sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Inti 

sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. 

Pembentukan Undang-Undang Dasar tersebut harus mempunyai 

landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua 

masyarakat. Penafsiran Undang-Undang merupakan otoritas ahli 

hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya Undang-

Undang Dasar 1945. 

Sumber konstitusi Islam ada 414, AI-Quran sebagai undang-

undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci itu 

merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan 

sebagai argumen serius tentang konstitusi negara islam. 

Sumber hukum konstitusi Islam yang kedua dan yang tidak 

kalah penting adalah sunnah atau segala perkataan dan praktek 

                                                           
12 Taqiyuddin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik, 

cet.1 (Bangil: Al-Izzah, 1996), 17. 
13 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam…, 27. 
14 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, cet 1 (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1994), 1. 
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kehidupan Nabi Muhammad saw, manusia yang dipilih Allah untuk 

menyampaikan risalah-Nya kepada sernua manusia. 

Sumber hukum konstitusi Islam yang ke tiga adalah Ijma' yang 

berarti kesepakatan universal atau kosensus yang bersifat umum. 

Ijma' melibatkan upaya kolektif yang terdiri dari anggota-anggota 

suatu kelompok atau keseluruhan masyarakat untuk meraih sebuah 

kesepakatan hukum tentang suatu masalah tertentu. 

Sumber hukum konstitusi yang ke empat adalah Qiyas yaitu 

metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. Dalam 

Islam metode ini digunakan untuk memperluas hukum-hukum 

syari’ah yang bersifat umum kepada berbagai kasus individu yang tak 

terbatas atas dasar kesamaan atau ketidakselarasan dengan beberapa 

kasus lama yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 

2. Legislasi 

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah 

al-sult}ah al-tashri>’i>yah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat 

Islam. Kekuasaan lain seperti al-sult}ah al- tanfi>dhi>yah kekuasaan 
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eksekutif dan al-sultah al-qad}a>’i>yah kekuasaan yudikatif.15 

Tiga kekuasaan tersebut yaitu legislatf, eksekutif, dan 

yudikatif yang secara imbang menegangkan teori demokrasi. Unsur-

unsur legislasi dalam fiqh siya>sah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a). pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam; b). 

masyarakat islam yang akan melaksanakan; c). isi peraturan atau 

hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat islam.16 

3. Ummah 

Dalam konsep islam ummah diartikan dalam empat macam 

yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar 

iman/sabda  Tuhan; b). penganut suatu agama atau pengikut nabi; c). 

khalayak ramai; d). umum, seluruh umat manusia. Orientalis barat 

menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding 

dengannya, bukan nation (Negara) atau nation state (Negara-

kebangsaan) lebih mirip dengan community (komunitas).17 

Kata-kata ummah ternyata memiliki ruang lingkup yang 

berlapis. Lapisan pertama, kata umat bisa disamakan dengan makhluk 

Tuhan, sehingga burungpun disebut ummah, semut yang berkeliaran 

pun juga bisa disebut ummah dari umat-umat Allah. Lapisan kedua, 

kata ummah berarti umat manusia secara keseluruhan. Lapisan ketiga, 

                                                           
15Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam…, 26. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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kata ummah berarti suatu kemunitas manusia. Dalam lapisan ini bisa 

dibedakan antara umat Islam dan umat non-muslim. 

Makna ummah lebih jauh dari itu, Abdul Rasyid kemudian 

membandingkan antara nasionalisme dan ummah.18 

a. Ummah menekankan kesetiaan manusia karena sisi 

kemanusiaannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada Negara 

saja. 

b. Legitimasi nasionalisme adalah Negara dan institusi-intitusinya, 

sedangkan ummah adalah syariah. 

c. Ummah diikat dengan tauhid (keesaan Allah swt), adapun 

nasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras dan lain-lain. 

d. Ummah bersifat universal, sedangkan nasionalisme didasarkan 

teritorial. 

e. Ummah berkonsep persaudaraan kemanusiaan, adapun 

nasionaisme menolak kesatuan kemanusiaan. 

f. Ummah menyatukan umat seluruh dunia Islam, sedangkan 

nasionalisme memisahkan manusia pada bentuk negara-negara 

kebangsaan. 

Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah 

konsep Ummah atau komunitas orang-orang beriman. 

4. Shu>ra atau demokrasi 

Kata shu>ra  (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang 

                                                           
18 Ibid., 27. 
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merupakan masdar dari akar kata “sha>wara” dan “asha>ra”, yang 

secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah. 

Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu 

yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk 

pendapat).19 Format musyawarah dan obyeknya yang bersifat teknis, 

diserahkan kepada umat islam untuk merekayasa hal tersebut 

berdasarkan kepentingan dan kebutuhan.  

Konsep  fiqh  siya>sah dustu>ri>yah  terbagi  menjadi  dua bagian 

yaitu: 

1. Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal 

mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan 

bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam 

mengatur akhlak manusia. 

2. Kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama’ dalam 

menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi 

perkembangan zaman untuk mengatur tatanan  kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama. 

 

B. Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>ri>yah  

Fiqh siya>sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 

siya>sah dustu>ri>yah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, 

                                                           
19 M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an  (Bandung: Mizan, 1998), 469. 
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dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-qur’an maupun hadist, 

maqa>shid al-shari’ah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur 

masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam 

mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam 

menetapkan hukum.  

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi 

dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di 

sebut dengan fiqh. Apabila dipahami penggunaan kata dustu>r sama 

dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar 

dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia 

tidaklah mustahil berasal dari kata dustu>ri>yah . Penggunaan istilah fiqh 

dustu>ri>yah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dustu>ri>yah 

itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan 

didalam pemerintahan suatu negara, dustu>ri>yah dalam suatu Negara sudah 

tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan dustu>ri>yah tersebut. Dustu>ri>yah 

dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang 

merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

Ilmu siyāsah dustu>ri>yah ini di batasi dengan hanya membahas 

pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 
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dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.20 

1. Ima>mah (Kepemimpinan). 

Secara etimologi, kata ima>mah pecahan dari fi’il amma (kata 

kerja). Jika dikatakan, amma hum atau amma bihim, maknanya yang 

terdepan dari mereka dan ia berarti ima>mah. Sedangkan imam 

bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan 

selainnya. Ibnu Manzhur berkata imam atau pemimpin adalah setiap 

yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun 

berada di atas kesesatan.21 

Menegakkan ima>mah merupakan salah satu kewajiban paling 

agung dalam agama, karena manusia membutuhkan satu persatuan, dan 

saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi ini, 

mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur 

dan memimpin serta bekerja demi wujudnya maslahat dan tercegahnya 

mereka dari kerusakan. 

Qurthubi berkata tidak ada perbedaan di kalangan umat dan 

tidak pula di kalangan ulama akan kewajiban tersebut (yakni 

menegakkan Ima>mah), kecuali apa yang dari Asham sebab ia tuli 

tentang syariat. Sebagaimana yang diketahui bahwa pandangan Asham 

tentang kepemimpinan hukumnya jaiz (boleh) dan tidak wajib, jika 

                                                           
20 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73. 
21 Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat 
Terlibat. Pemilu dan Politik (Jakarta: Gozian Press, 2013) 74. 
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kaum muslimin dapat berlaku adil di antara mereka serta menegakkan 

hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Namun jika tidak, maka 

hukumnya wajib.”22 

Pendapat yang dianuti jumhur ulama, bahwa pengetahuan 

tentang pemimpin harus dimiliki semua orang secara global dan tidak 

harus detail (terperinci). Kecuali untuk keperluan yang mendesak. 

Demikian juga para hakim yang memutuskan banyak perkara dan para 

fuqa>ha yang memberikan fatwa, umat diwajibkan mengetahui secara 

global dan tidak detail, kecuali pada saat yang mendesak.23 

Dua hal yang mengubah kedudukan dirinya dan karena dua hal 

tersebut, ia harus mundur dari kepemimpinannya. Pertama, akibat dari 

syahwat. Kedua, akibat dari syubhat (tidak jelas). Bagian pertama 

terkait tindakan tubuh, ia mengerjakan larangan dan kemungkaran 

karena menuruti syahwat. Dan tunduk kepada nafsu, kefasikan ini 

membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin serta 

memutuskan kelangsungan kepemimpinannya. Jika sifat ini ada pada 

pemimpin, pemimpin ini harus mengundurkan diri.24 

Bagian kedua adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan 

dengan syubhat, ia menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan 

kebenaran. Sebagian ulama berpendapat, bahwa syubhat menyebabkan 

                                                           
22 Ibid., 76-77. 
23 Imam Al-Mawa>rdi, Al-Ah}ka>m Al-Sult}u>ni>yah, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 

22. 
24 Ibid., 26. 
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seseorang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Jika ini terjadi, 

pemimpin itu harus mengundurkan diri dari kepemimpinannya.25 

2. Rakyat dan Kewajibannya 

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim 

ini ada yang disebut kafir dhimmi> dan ada pula yang disebut 

musta’min. Kafir dhimmi> adalah warga non muslim yang menetap 

selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, 

kehormatannya dan hartanya. Sedang musta’min adalah orang asing 

yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, 

kehormatannya dan hartanya. 

Kafir dhimmi> memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan 

hak-hak politik, sedangkan musta’min tidak memiliki hak-hak politik, 

karena mereka itu orang asing. Namun persamaan bagi kedua-duanya 

adalah non muslim. Adapun hak-hak rakyat, Abu A’la al-Maududi 

menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :26 

a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. 

b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 

c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 

d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan 

kelas dan kepercayaan. 

                                                           
25 Ibid. 
26 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah…, 

98. 
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Hak imam apabila disebutkan adalah untuk ditaati dan 

mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka 

kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta 

dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan 

bersama.27 

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini dapat digariskan oleh ahlu 

al-h}alli wa al-‘aqdi sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian 

pula halnya dengan hal dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian 

tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.28 

3. Bai’at (Janji Setia) 

Bai’at (muba>ya’ah, bay’ah), pengakuan mematuhi dan mentaati 

imam yang dilakukan oleh ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi dan dilaksanakan 

sesudah permusyawaratan.  

Menurut al-Fairuzabady, Al-bay’ah berarti berjabat tangan 

ketika melakukan perjanjian jual beli atau ketika melakukan perjanjian 

setia (muba>ya’ah) atau ketika berjanji untuk taat”. Ibnu al-Mandhur 

mengartikannya, bay’ah adalah berjabat tangan ketika jual beli atau 

ketika melakukan perjanjian setia atau berjanji untuk taat.29 

Bai’at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani 

Sa’idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri.30 yang 

membai’at itu adalah ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi dan kemudian dapat 

                                                           
27 Ibid., 99. 
28 Ibid., 100. 
29 Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 43. 
30 A. Djazuli, Fiqh Siyasah..., 102-103. 
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diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus pembaitan 

Utsman ra. Akan tetapi, pada umumnya pembai’atan itu dianggap sah 

apabila dilakukan oleh anggota-anggota ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi 

sebagai wakil rakyat, sebagaimana yang terjadi pada kasus Abu Bakar 

ra. 

Lafadz bai’at itu ternyata tidak selamanya sama, Oleh karena 

itu, lafadz bai’at dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai 

lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-

prinsip Alquran dan Sunnah Rasulullah saw, bai’at itu mengandung 

arti janji setia.  

Di dalam surah al-Fat ayat 10 dapat dibayangkan pula cara 

bai’at yaitu dengan meletakkan tangan di atas tangan bai’at seperti 

yang dijelaskan Ibnu Khaldun. 

Pembai’atan dilakukan setelah terjadinya permusyawaratan 

penentuan seorang imam yakni pemimpin. Ada kemugkinan tidak 

seluruh anggota ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi membai’at imam. Keadaan 

demikian harus di hindari sedapat mungkin yaitu dengan jalan 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila cara musyawarah 

tidak menghasilkan kesepakatan, maka imam dapat dibai’at oleh 

mayoritas ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi.31 

 

 

                                                           
31 Ibid., 105. 
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4. Ahlu al-H}alli wa al-‘Aqdi 

Menurut bahasa al-’aqdi berarti semua yang dijanjikan atau 

ditetapkan Allah swt atas seseorang, seseorang disebut wali>yu al-Aqdi 

karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang 

memBay’ahnya sebagai khalifah. Dalam pengertian para ahli siyāsah 

shar’i >yah, Al-‘aqdi adalah memilih seseorang tertentu untuk 

melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari 

jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang 

paling rendah. Jadi pengertian al-‘aqdi sebenarnya cukup luas, namun 

dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk 

dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu jabatan 

khalifah atau imam.32 \ 

Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi diartikan dengan orang-orang yang 

mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat.33 tugasnya antara lain adalah memilih khalifah, 

imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahlu al-h}alli wa al-

‘aqdi juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai ahlu al-ikhtiya>r 

(golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting 

untuk memilih salah seorang di antara ahlu al-Ima>mat (golongan yang 

berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah. 

Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi dapat juga dikatakan juga merupakan 

suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-

                                                           
32 Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam..., 55. 
33 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, terj. Faturrahman (Jakarta: Amzah, 2005), 82. 
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wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala 

negara,Wali>yu al-aqdi adalah sumber kekuasaan dan kriteria imam. 

Imamah itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara. Pertama 

dengan pemilihan ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi dan kedua dengan janji 

(penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. 

Imam al-Mawardi menyebutkan, orang yang memilih khalifah 

ini dengan ahl al-Ikhtiya>r yang harus memenuhi tiga syarat yaitu: 

keadilan yang memenuhi segala persyaratan, memiliki ilmu 

pengetahuan, dan memiliki kecerdasan dan kearifan.34 

Abu A’la al-Maududi menyebutkan dengan ahlu al-h}alli wa al-

‘aqdi dengan ahlu al-syu>ra, juga menyebut dengan dewan penasihat. 

tampak hal sebagai berikut:35 

a. Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan 

memupunyai wewenang memilih dan memBay’ah pemimpin.  

b. Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi mempunyai wewenang membuat undang-

undang.  

c. Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi adalah tempat konsultasi pemimpin dalam 

menentukan kebijaksanaannya.  

d. Ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi mirip dengan MPR, DPR, dan DPD di 

Indonesia. 

 

 

                                                           
34 A. Djazuli, Fiqh Siyasah..., 117. 
35 Ibid., 118. 
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5. Wiza>rah (Kementerian) 

Imam al-Mawardi menjelaskan wiza>rah dari segi bahasa yaitu 

di ambil dari kata al-wizru yang artinya bebanan, karena wazir 

memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata al-wazar yang 

artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada 

pendapat dan pertolongan wazirnya. Ketiga di ambil dari kata al-jazru 

yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat didukung oleh 

wazirnya, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.36 

 

                                                           
36 Ibid., 119. 
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BAB III 

LARANGAN IDEOLOGI MARXISME, LENINISME, DAN KOMUNISME 

DI DALAM TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN 1966 

 

A. Pengertian Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

Franz Magnis-suseno menjelaskan bahwa Marxisme merupakan ajaran 

Karl Marx yang dibakukan oleh Friedrich Engels dan Karl Kautsky. Pendapat 

yang lain mengatakan bahwa, Marxisme adalah ajaran-ajaran yang berasal dari 

pemikiran Karl Max1 Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan 

dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. 

Di tengah abad ke-19, teori Sosialisme menjadi bahan utama pada 

masanya. Seorang pemikir sosialis berpengaruh saat itu adalah berasal dari 

Jerman, Karl Marx (1818-1883) mengembangkan sebuah gagasan baru 

Sosialisme yang kemudian tumbuh menjadi doktrin Sosialisme paling 

berpengaruh. Doktrin Sosialisme Karl Marx kemudian di populerkan dengan 

istilah “Marxisme.” 

Karl Marx (1818-1883), pelopor utama gagasan Marxisme dilahirkan 

di kota Trier, Jerman. Pada umur tujuh belas tahun Karl Max masuk 

Universitas Bonn megambil jurusan hukum. Lalu berpindah ke Universitas 

Jena dengan mendapat gelar doktor dalam ilmu filsafat. 

Istilah Marxisme sendiri adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi 

Karl Marx yang terutama di lakukan oleh temannya Fredrich Engels (1820-

                                                           
1 F.M. Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Permasalahan Revisionisme  
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 5. 
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1895) dan oleh tokoh teori Marxis Karl Kautsky (1845-1938). Dalam 

pembakuan ajaran ini ajaran Marx yang sebenarnya cukup sulit di mengerti 

sehingga di sederhanakan agar cocok untuk  perjuangan kaum buruh 

Di Paris, pada tahun 1847 Marx pertama kali menerbitkan buah 

pikirannya yang penting The Poverty of Philosophy (kemiskinan filsafat). 

Tahun berikutnya bersama Engels mereka menerbitkan Manifesto Komunis 

pada Januari 1848. Konsep perjuangan kelas dapat dengan mudah ditelusuri 

dalam karya Marx bersama dengan Engels, Manifesto Partai Komunis yang 

dicetak pada Februari 1848. Sebulan kemudian pecahlah revolusi yang 

bermula terjadi di Perancis dan akhirnya melanda hingga Austria. Jilid 

pertama Das Kapital, karya ilmiah Marx yang memuat kritik terhadap 

kapitalisme terbit di tahun 18672 

 

B. Konsep Dasar Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

Pandangan Marxisme tentang negara merupakan antitesa dari 

pandangan liberalisme tentang negara yang menganggap bahwa negara adalah 

kontrak sosial untuk perdamaian. Basis analisis Marxisme adalah materialisme 

dialektika historis, atau dengan kata lain berdasarkan kenyataan material yang 

berkembang melalui proses historis. Karena itu Marxisme melihat bahwa 

perdamaian akan ada ketika negara lenyap. Tahapan ini oleh Marxisme 

disebut sebagai tahapan masyarakat komunis. 

                                                           
2 Kristeva Ploret, Negara Marxis dan Revolusi ariat  (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2011), 74. 
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Berbeda dengan filsafat Idealisme Hegel yang menganggap bahwa 

kekuatan yang menggerakkan sejarah adalah roh dunia atau akal dunia, Marx 

melihat bahwa perubahan material itulah yang mengubah sejarah. Perubahan 

material menciptakan hubungan-hubungan rohaniah yang baru. Marx secara 

khusus menekankan bahwa kekuatan ekonomi dalam masyarakatlah yang 

menciptakan perubahan dan menggerakkan sejarah yang bergerak maju.3 

Marx selalu menuntut agar filsafat menjadi praktis, yaitu pendorong 

perubahan sosial. Kata marx; "para filosof hanya memberikan interpretasi 

yang berbeda kepada dunia. Yang perlu ialah mengubahnya". Marxisme tidak 

selalu menjadi komunisme. Komunis adalah partai yang didirikan oleh W.I. 

Lenin (1917), dimana menggunakan ideology "Marxisme-leninisme", dan 

mereka selalu mengklaim penafsir tunggal atau yang paling absah terhadap 

ajaran-ajaran Marx. Komunis secara arti bisa dikatakan untuk sebuah cita-cita 

utopis masyarakat, dimana segala hak milik pribadi dihapus dan semuanya 

dimiliki bersama. 

Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis 

serta penerapannya pada kehidupan sosial. Secara historis, filsafat marxisme 

adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan 

membawa sosialisme ke dalam kehidupan. Sejak filsafat ini dirumuskan oleh 

Karl Marx dan Friedrich Engels beberapa ratus tahun yang lalu dan terus 

berkembang, filsafat ini telah mendominasi perjuangan buruh secara langsung 

maupun tidak langsung. Beberapa usaha yang dilakukan oleh para akademisi 

                                                           
3 Gaarder J, Dunia Sophie, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 2001), 426. 
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borjuis untuk menghapus Marxisme, namun filsafat ini terus hadir di dalam 

sendi-sendi perjuangan kelas buruh. 

Konsep sejarah Marx Materialisme Dialektika Historis, sebenarnya 

berasal dari kritikannya terhadap dialektika Hegel yang bersifat idealis. Hegel 

memahami sejarah sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan. Roh 

semesta berada di belakang sejarah dan ia mendapatkan objektivitas di 

dalamnya. Hegel berbicara tentang roh objektif, roh sebagaimana ia 

mengungkapkan diri dalam kebudayaan-kebudayaan, dalam moralitas-

moralitas bangsa-bangsa, dan institusi-institusi. 

Bagi Hegel ada tiga tingkatan filsafat roh. Pertama adalah roh 

subyektif yang merupakan tingkatan terendah. Dalam konsep roh subyektif 

individu masih terbungkus oleh alam tetapi telah berusaha melepaskan diri. 

Roh dalam tingkatan ini, menurut Hegel, telah berpindah dari kondisi “berada 

di luar dirinya” menuju kondisi “berada bagi dirinya”. Tingkatan berikutnya, 

roh subyektif yang manifes di dalam diri individu tadi memasuki tingkatan 

yang lebih tinggi, dan obyektif, yaitu di dalam keluarga, masyarakat, dan 

negara.4 

Menurut Hegel, roh objektif mendapat ungkapan paling kuat dalam 

negara. Karena negara mempunyai kehendak, ia dapat bertindak. Dengan 

demikian, negara mengungkapkan roh semesta, ia merupakan “perjalanan 

Allah dalam dunia”. Dalam filsafat sejarah, Hegel menunjukkan bagaimana 

                                                           
4 H Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2  (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 103. 
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manusia semakin menyadari kebebasannya dan semakin mengorganisasikan 

dirinya dengan menjunjung tinggi kebebasannya.5 

Puncak dialektika roh dalam filsafat Hegel adalah roh absolut. “Yang 

Absolut adalah Yang Ada”, sementara “Yang Ada” adalah roh. Roh absolut 

(ide absolut) merupakan sintesis dari roh subyektif (ide subyektif) dan roh 

obyektif (ide obyektif). Roh absolut menurut Hegel adalah pure thought 

(pikiran murni) yang berpikir tentang dirinya sendiri6 

Sejarah dunia menurut Hegel adalah sebagai berikut, “Dan Ruh 

tersebut bisa kita ketahui di dalam istilah spiritual atau melalui pemikiran, 

bahwa Ruh itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam semua perbuatan dan 

kecenderungannya terhadap masyarakat, yang membawa dirinya pada 

aktualisasi diri…Untuk membuat jalan yang lain bagi Ruh, selanjutnya sejarah 

dunia masyarakat yang lain, masa sejarah dunia yang lain. Transisi dan 

hubungan seperti ini mengarahkan kita pada hubungan timbal balik 

keseluruhan terhadap konsep sejarah dunia. Sekarang kita harus mengkaji 

lebih dekat dan memberikan sebuah presentasi pada ruh. Sejarah dunia secara 

umum, dengan demikian, merupakan perkembangan Ruh dalam waktunya, 

sebagaimana alam yang merupakan perkembangan Idea di dalam Ruang-nya”7 

Hal berbeda menurut Marx, yaitu sejarah bersifat material, artinya 

sejarah mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. 

                                                           
5 F.M. Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 59. 
6 B Russell, History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social 
Circumstances from the Earliest Time to the Present Day  (London: George Allen & Unwin Ltd, 

1955), 761. 
7 G.W.F. Hegel, Filsafat Sejarah, terj Win Usuludin dan Harjali (Yogyakarta: Panta Rhei Books, 

2003), 117-118. 
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Metode materialis Marx inilah yang membedakan pandangannya dari 

pandangan Hegel. Obyek studinya adalah terhadap kehidupan sosial ekonomi 

manusia yang nyata dan terhadap pengaruh pandangan hidup manusia yang 

sebenarnya pada cara berpikir dan merasanya. Berkebalikan dengan filsafat 

Jerman, yang menurut Marx turun dari langit ke bumi, filsafat Marx, 

menurutnya, justru naik dari bumi ke langit. Dengan kata lain, Marx tidak 

berangkat dari apa yang sedang dibayangkan, dipahami manusia sekarang ini, 

juga bukan dari apa yang telah diceritakan, dipikirkan atau dibayangkan, dan 

dipahami manusia pada zaman dahulu menuju manusia dalam bentuk fisik. 

Marx berangkat dari manusia yang nyata dan aktif dan berdasarkan proses 

kehidupannya yang nyata.8 

Jadi materi dalam pandangan Marx adalah bagaimana cara manusia 

menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara produksi 

terdiri dari hubungan-hubungan produksi (hubungan kerjasama atau 

pembagian kerja antara manusia yang terlibat proses produksi) dan tenaga-

tenaga produktif (kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk 

mengerjakan dan mengubah alam, yang terdiri dari alat-alat kerja, manusia 

dengan kecakapan masing-masing, dan pengalaman-pengalaman dalam 

produksi9 

Pembicaraan tentang Karl Marx tidak bisa dilepaskan dari nama Lenin. 

Lenin (nama aslinya Vladimir Ilyich Ulyanov) lahir di Simbirsk, Kekaisaran 

                                                           
8 E Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, terj Agung Prihatoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2001), 14. 
9 F.M. Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 143. 
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Rusia, pada tanggal 10 April 1870, dan meninggal dunia pada 21 Januari 1924. 

Lenin terkenal sebagai tokoh komunis, politikus, dan pencipta teori politik. 

Lenin sangat mengagumi Karl Marx karena itu haluan politik Lenin bertumpu 

pada politik Marxis. Lenin ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam 

mengembangkan pemikiran Marxis yang disebut Leninisme. Gabungan dan 

kombinasi gagasan Lenin dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme-

Leninisme.10 

Lenin pada tahun 1893 hijrah ke Saint Petersburg. Ia menempati posisi 

sebagai tokoh senior dalam Liga Perjuangan Kesetaraan Kelas Buruh. Dituduh 

telah menghasut orang banyak, Lenin ditangkap dan diasingkan selama tiga 

tahun ke Siberia di mana ia menikah dengan Nadezhda Krupskaya. Kemudian 

Lenin tinggal di London pada Mei 1908 dan memanfaatkan British Museum 

Reading Room untuk menulis ”Materialisme dan Empirio Kritisisme” yang 

berisi serangan terhadap ”kepalsuan reaksioner borjuis” dari relativisme 

Bogdanov,11 Karena persoalan-persoalan politik yang membelit dirinya di 

dalam negeri, Lenin pernah mengasingkan diri ke Jerman, Inggris, dan Swiss.  

Pasca Revolusi Februari 1917, Lenin kembali ke Rusia bersamaan 

dengan turunnya tsar dan berkuasanya pemerintahan sementara. Dalam 

kapasitasnya sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Sosial 

Demokrat Rusia, ia memegang peranan kunci dalam memimpin dan 

menggerakkan Revolusi Oktober 1917 yang berhasil menumbangkan 

                                                           
10 Faisal Ismail, “Mengapa Marxisme-Komunisme-Leninisme Bertentangan dengan Pancasila?”, 

dalam https://nasional.sindonews.com/read/1245228/18/mengapa-marxisme-komunisme-

leninisme-bertentangan-dengan-pancasila-1507083361, diakses pada 01 Maret 2019. 
11 Ibid. 

https://nasional.sindonews.com/read/1245228/18/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila-1507083361
https://nasional.sindonews.com/read/1245228/18/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila-1507083361
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pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Federasi 

Soviet Rusia. Tidak lama setelah itu, Lenin melancarkan reformasi sosialis 

yang mencakup pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Soviet 

(dewan buruh).12 

Lenin pada tahun 1921 mengintroduksi Kebijakan Ekonomi Baru 

dengan menerapkan sistem kapitalisme negara yang menandai dimulainya 

proses industrialisasi dan pemulihan keadaan setelah Perang Sipil Rusia. 

Setahun setelah itu, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia berintegrasi 

dengan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya juga termasuk wilayah 

kekuasaan Kekaisaran Rusia. Sejak saat itu, terbentuklah Uni Soviet dengan 

Lenin sebagai tokoh dan pemimpin utama yang memainkan peranan kunci di 

negaranya. Sejak tahun 1922 hingga kematiannya, Lenin menjabat sebagai 

Perdana Menteri Uni Soviet. Setelah kematiannya, Marxisme-Leninisme 

mengalami perkembangan berupa pemikiran baru, seperti Stalinisme, 

Trotskyisme, dan Maoisme. 13 

 

C. Latar Belakang Munculnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang 

Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

  

1. Aspek Politik 

Paham atau ajaran marxisme, leninisme, dan komunisme resmi di 

larang pada tahun 1966 dan PKI yang sekaligus partai terbesar pada saat itu 

                                                           
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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telah di nyatakan di bubarkan, kebijakan tersebut ada di era kepemimpinan 

soekarno yang di kuatkan dengan keluarnya Tap MPRS no 25 tahun 1966. 

Hal ini tidak lain ialah merupakan suatu bentuk tindakan preventif 

untuk tercemarnya generasi-generasi yang akan datang terhadap ajaran 

yang kembangkan oleh Kalr Max, karena bukti nyata sudah terlihat arah 

dan haluan dari pada doktrin ajaran Marxisme, leninisme, dan komunisme 

yaitu yang berbuntut pada peristiwa G30S PKI. 

Secara singkat, sejarah gerakan 30 September PKI ini dimulai pada 

1 juli 1960 di mana PKI secara terang-terangan mengecam cabinet dan 

tentara. Saat para tentara bereaksi, Ir. Soekarno langsung turun tangan 

hingga permasalahan ini selesai hingga membuat hubungan PKI dan Ir. 

Soekarno menjadi dekat. 

Kemudian Partai Sosialis Indonesia serta Masyumi dibubarkan 

pemerintah sehingga PKI semakin giat untuk mencari anggota. Tidak 

hanya PSI dan Masyumi, partai-partai lain juga diruntuhkan oleh PKI. 

Seperti Partai Nasionalis Indonesia dan Nadhlatul Ulama. 

Sebelum meletusnya Gerakan 30 September 1965, dalam 

perpolitikan Indonesia, menurut John Roosa, terdapat tiga kekuatan politik 

yaitu PKI, TNI Angkatan Darat (AD), dan Sukarno yang berada di tengah-

tengah kedua kubu yang saling bertentangan itu (TNI dan PKI) 14 

Sukarno menjalankan politik keseimbangan untuk melanggengkan 

kekuasaannya. Sukarno membutuhkan PKI dan kekuatan massanya, untuk 

                                                           
14 John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (Jakarta: 

Hasta Mitra, 2008), 296. 
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menaikkan posisi tawarnya ketika berhadapan dengan Angkatan Darat. 

Beberapa saat sebelum G30S, keseimbangan tersebut mulai berantakan, 

karena Sukarno mulai condong ke PKI, seiring dengan semakin besarnya 

PKI dan kekuatan massanya 15 

PKI sebagai salah satu kekuatan politik dominan pada masa 

pemerintahan Sukarno, mulai merasa tidak puas dengan kondisi politik 

pemerintahan Sukarno. Ketidakpuasan tersebut terutama terletak pada 

tiadanya komposisi menteri dalam kabinet pemerintahan Sukarno. 

Keberpihakan Sukarno tersebut terlihat ketika Sukarno menghukum para 

perwira Angkatan Darat yang membekukan cabang-cabang PKI di berbagai 

daerah, pada tahun 1960-an 16 

Desas-desus yang beredar sebelum G30S 1965 adalah bahwa 

Angkatan Darat akan melancarkan kup untuk menggulingkan pemerintahan 

Sukarno. Desas-desus tersebut berhembus karena beredarnya ke publik, 

sebuah telegram (yang masih diragukan keasliannya) dari Duta Besar 

Inggris untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Inggris di 

London. Telegram tersebut menyebutkan tentang keberadaan personil TNI 

yang sedang melaksanakan satu aksi konspiratif. Dalam telegram tersebut, 

para personil TNI itu disebut sebagai “Kawankawan militer setempat kita”. 

Atas dasar kondisi politik tersebut, Aidit sebagai ketua PKI, 

menginstruksikan Sjam, sebagai pimpinan biro khusus, divisi rahasia PKI, 

untuk menyelidiki kebenaran desas-desus tersebut. Berdasarkan hasil 

                                                           
15 Ibid. 
16Ibid., 297.  
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penyelidikannya dan biro khusus, Sjam melaporkan kesimpulannya pada 

Aidit, bahwa para Jenderal sayap kanan yang dipimpin oleh Ahmad Yani, 

akan melancarkan kup terhadap Presiden Sukarno. 17 

Versi lain yang dikemukakan oleh Orde Baru, Versi resmi Orde 

Baru menganggap bahwa PKI sebagai dalang dan pelaku utama G30S 1965 

adalah bertujuan untuk mengubah haluan negara Indonesia. Orde Baru 

memandang bahwa PKI bertujuan mengubah negara Indonesia yang 

berhaluan Pancasila, menjadi negara yang berhaluan komunis . PKI selain 

ingin mengubah haluan negara Indonesia juga dipandang akan selalu 

melaksanakan tujuan internasionalnya yaitu mengkomuniskan bangsa 

Indonesia. 18 

Deskripsi sejarah Orde Baru terhadap G30S 1965 adalah berdasar 

atas dua otoritas sejarah, pertama adalah Soeharto sebagai pelaku sejarah, 

yang ikut membasmi G30S 1965. Kedua adalah TNI/ABRI, yang secara 

institusi juga terlibat dalam pembasmian G30S 1965. Walaupun ada sedikit 

perbedaan pada versi Soeharto dan TNI/ABRI dalam memandang G30S 

1965, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa PKI secara 

organisasional adalah pihak yang paling bersalah dalam gerakan 30 

September 1965. Oleh karena itulah, Orde Baru menamai gerakan 30 

September 1965 dengan singkatan G30S/PKI 1965. 

                                                           
17Ibid., 300. 
18 Setneg Republik Indonesia, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, 
Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya  (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 

1994), 168. 
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Dari sejarah, dapat dilihat bahwa TAP MPRS No 25 tahun 1966 

ditetapkan ketika Soekarno masih menjadi Presiden RI. Pada bulan Juni 

1966, MPRS di bawah ancaman Angkatan Darat (AD) telah menerima 

usulan pimpinan AD untuk memasukkan Supersemar dalam TAP MPRS 

No 9 tahun 1966. TAP ini kemudian dijadikan landasan bagi Soeharto 

untuk menyatakan bahwa secara konstitusional Soekarno tidak lagi 

memegang jabatan presiden. Ketika TAP MPRS No 25 tahun 1966 

ditetapkan, maka otomatis sejak itu PKI sebagai Parpol dinyatakan 

dibubarkan dan Marxisme-Leninisme dinyatakan sebagai ideologi 

terlarang. 

Pada saat itu, Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto, resmi 

mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno, pada tanggal 11 

Maret 1966, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Berbekal 

Supersemar ini juga, Suharto membubarkan PKI, dengan surat Keputusan 

Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Surat keputusan presiden itu 

ditandatangani sendiri oleh Suharto. Pengambil alihan kekuasaan oleh 

Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Suharto terhadap Sukarno, adalah 

sebuah kudeta yang bersifat perlahan, atau kudeta merangkak 19 

Surat Perintah 11 Maret berisi perintah kepada Letnan Jenderal 

Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama 

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi (1) mengambil 

tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan 

                                                           
19 B.T Wardaya, Membongkar Supersemar, dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung 
Karno (Yogyakarta: Galangpress, 2007), 111-112. 
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serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta 

menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan 

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS 

demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan 

melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi; (2) 

mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan-

angkatan lain dengan sebaik-baiknya; (3) supaya melaporkan segala sesuatu 

yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut 

di atas. 

2. Aspek Mempertahankan Ideologi Negara 

Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara, fondasi yang 

mengatur pemerintahan dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 

dan menggambarkan cita-cita bangsa. Pancasila merupakan sumber dari 

segala sumber hukum yang berada di Indonesia yang berisi segala peraturan 

yang mengatur diberbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Fungsi pancasila 

sebagai dasar Negara dan sumber hukum dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Keormasan tahun 1985, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1985 tentang keharusan semua kekuatan politik yang mencantumkan 

pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran negara. 

Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara tetapi juga 

sebagai falsafah. Falsafah adalah upaya manusia tanpa akhir untuk mencari 

kebenaran terdasar dari segala fenomena, dan sudah merasa puas jika ia 
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merasakan menemukan kebenaran-kebenaran terdasar. Dan kebenaran-

kebenaran dari segala fenomena sudah terkandung di dalam pancasila. 

Lebih dari itu, pancasila dapat memberikan kekuatan hidup kepada bangsa 

Indonesia dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu berarti juga merupakan 

petunjuk arah semua kegiatan / aktifitas hidup di segala bidang. 

Secara garis besar ,fungsi Pancasila tidaklah hanya sebagai dasar 

negara, sumber dari segala sumber hukum, falsafah, pandangan hidup tetapi 

memiliki fungsi utama yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang 

mengandung ajaran, gagasan, doktrin, teori / ilmu yang diyakini 

kebenarannya, menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

Oleh karena itu, pancasila sangatlah penting untuk dijaga dan 

dilestarikan demi mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI merupakan 

Negara kesatuan berbentuk republik dangan sistem desentralisasi20 dimana 

pemerintah daerah-daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar 

bidang pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah 

pusat.  

Tujuan NKRI tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-

4 yang berbunyi : “Untuk membentuk suatu pemerintahan nagara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

                                                           
20 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan sosial, dengan 

berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Konsep bernegara di Indonesia ialah wajib beragama, sebagaimana 

di jelaskan pada pasal 29 ayat (1), dan (2) UUD NRI 1945. Sedangkan 

ajaran marxisme, leninisme dan komunisme yang di pelopori oleh Karl 

Marx yang mengatakan Agama adalah candu atau yang aslinya ditulis 

dalam Bahasa Jerman, Die Religion ... ist das Opium des Volkes, Kutipan 

ini berasal dari karya Marx berjudul "A Contribution to the Critique of 

Hegel's Philosophy of Right" yang mulai ditulis pada tahun 1843.  

Marx mengatakan, agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-

orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan 

kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan 

yang riil dan sejati, manusia harus menghapus 

bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih 

kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-

khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus 
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diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Dengan pendapatnya 

ini, Marx terkenal sebagi tokoh yang anti-Tuhan dan antiagama.21 

Hal inilah yang menjadi ketidaksesuaian dan sekaligus larangan 

untuk warga negara Bangsa Indonesia untuk mengikuti dan menyebarkan 

paham Marxisme, leninisme, dan komunisme di Indonesia. Karena 

bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila 

 

D. Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi 

Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

 

1. Pro  

Di era Gus Dur sebagai Presiden, Presiden Abdurrahman Wahid 

ketika berkuasa pada tahun 2000 malah berencana mencabut ketetapan 

MPRS itu. Tempo edisi 10 April 2000 menurunkan tulisan tentang hal itu 

dengan judul "PKI, Hantu atau Dihantukan?". 

 Presiden Abdurrahman memang tersentuh mendengar penderitaan 

keluarga tokoh PKI seperti Aidit oleh rezim Orde Baru. Mereka 

menyampaikan bahwasanya tidak bisa diperlakukan sebagai orang yang 

tidak punya hak sama sekali.  

Menurut sumber Tempo di lingkungan kepresidenan, pencabutan itu 

dimaksudkan untuk mengoreksi sejarah. "Dengan keterbukaan yang lebih 

besar, orang tak ragu lagi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kala 

                                                           
21Faisal Ismail, “Mengapa Marxisme-Komunisme-Leninisme Bertentangan dengan Pancasila?” 

dalam http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunisme-

leninisme-bertentangan-dengan-pancasila, diakses pada 12 Maret 2019. 

http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila
http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/14/mengapa-marxisme-komunisme-leninisme-bertentangan-dengan-pancasila
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itu," ujarnya. Bahkan, di kalangan sejarawan, memang tak banyak selama 

ini yang berani mengungkap versi lain dari misteri 30 September 1965.22 

Salah satu aspek yang akan dicapai Presiden Abdurrahman dari 

pencabutan itu adalah rekonsiliasi nasional. Tragedi 30 September, 

bagaimanapun, memang telah membelah negeri ini dalam "perang saudara". 

Bahkan, lebih jauh, Presiden Abdurrahman menyatakan maaf atas 

"peristiwa berdarah yang banyak menelan korban jiwa" itu. 

Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyambut baik 

langkah rekonsiliasi itu, tapi dengan catatan. "Rekonsiliasi itu hendaknya 

dibangun sebagai upaya untuk menatap masa depan, bukan jembatan untuk 

membangkitkan pertikaian kembali," katanya. Namun, soal pencabutan 

ketetapan MPRS itu, dia tak setuju. "Kita harus melindungi masyarakat 

miskin agar tidak terbawa oleh ajaran komunisme," ujarnya.23 

Yusuf Hasyim, tokoh NU lain dan paman Abdurrahman Wahid, 

mengingatkan bahwa PKI pernah membantai para ulama dan guru sekolah 

di berbagai daerah. Langkah PKI ketika itu, menurut dia, sangat 

bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut dia Dalam 

konflik dengan PKI, orang NU, termasuk GP Ansor, tidak punya pilihan, 

dibunuh atau membunuh, Jadi NU tak perlu meminta maaf.24 

Memang tak mudah membangun rekonsiliasi seperti yang 

diinginkan Gus Dur-panggilan Abdurrahman. Persoalan bertambah rumit 

                                                           
22 Hasan Ubed, “Misteri 30 September 1965”, Majalah Tempo (16 Mei 2016), 4. 
23 Ibid. 
24 Ibid., 5. 
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bagi Presiden Abdurrahman karena ajakannya justru dicibirkan oleh tokoh 

seperti Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya menuntut hukum dan keadilan 

ditegakkan.25 

Sikap Pram memang memperkecil peluang MPR memperdebatkan 

pencabutan tadi. Baru Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Matori 

Abdul Djalil yang mendukung usul Gus Dur. Itu pun belum resmi suara 

Fraksi PKB. Fraksi Golkar dan PAN, seperti disuarakan oleh Akbar 

Tandjung dan Amien Rais, tampak enggan mendukungnya. 

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, 

mengingatkan masyarakat bahwa Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 

tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bisa dicabut. 

Maka produk hukum itu tetap berlaku hingga sekarang, Beliau 

menjelaskan, Tap MPRS itu dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) saat lembaga itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. 

Sekarang, MPR berkedudukan sama dengan DPR dan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), sebagaimana perubahan Undang-Undang 1945 pada tahun 

199926 

TAP MPR tersebut lahir pada masa-masa pergantian Orde lama ke 

Orde Baru pada tahun 1966, dan dengan konsep hierarki Perundang-

Undangan tersendiri, dimana pada saat itu MPR sebagai Lembaga tertinggi 

negara yang kemudian bisa menetapkan GBHN sebagai acuan presiden 

                                                           
25 Ibid. 
26 Mohammad Arief Hidayat, “Mahfud MD: Tap MPRS Larang Komunisme Tak Bisa Dicabut”, 

dalam https://www.viva.co.id/berita/nasional/773624-mahfud-md-tap-mprs-larang-komunisme-

tak-bisa-dicabut, diakses pada 03 Maret 2019. 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/773624-mahfud-md-tap-mprs-larang-komunisme-tak-bisa-dicabut
https://www.viva.co.id/berita/nasional/773624-mahfud-md-tap-mprs-larang-komunisme-tak-bisa-dicabut
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dalam memimpin negara, sedangkan saat ini setelah amandemen UUD 

1945 tidak ada lagi istilah Lembaga tertinggi negara. 

Jadi setelah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang 

MPR sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, maka saat ini MPR tidak 

lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur 

dan mengikat umum seperti dulu, karena TAP MPR, harus disesuaikan 

dengan nomenklaturnya yakni “ketetapan”, seharusnya berisi norma yang 

sifatnya hanya penetapan (beschikking) bukan pengaturan (regeling). 

2. Kontra 

Saat memasuki reformasi upaya menghidupkan kembali Partai 

Komunis Indonesia, telah dilakukan melalui jalur politik yakni usaha 

mencabut Tap MPRS no XXV/MPRS/1966, dalam sidang umum MPR 

tahun 2003, melalui jalur hukum, gugatan class action PKI melalui 

pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Agustus tahun 2005, jalur non 

yudicial dengan disahkannya UU KKR no 27 tahun 2004, sebagai pintu 

masuk PKI untuk dapat eksis, jalur pendidikan kurikulum sejarah berbasis 

kompetensi tidak lagi mencantumkan pemberontakan PKI tahun 1948 & 

1965. 

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan Ketetapan 

MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang menjadi dasar hukum bagi 

pemerintah dalam menangkapi para pengguna atribut palu-arit, menyita 

buku-buku yang dianggap berhaluan kiri, dan membubarkan berbagai 

diskusi terkait peristiwa 1965, sesungguhnya bertentangan dengan 
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konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tiap warga 

negara Indonesia.27 Oleh sebab itu, menurut Refly, Ketetapan MPRS 

Nomor XXV Tahun 1966 itu mestinya dicabut karena berlawanan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. 

Yang menjadi ganjalan utama bagi kebebasan berpendapat warga 

negara Indonesia, yakni terkait larangan ajaran komunisme. Komunisme 

merupakan paham antikapitalisme yang memperjuangkan kesejahteraan 

ekonomi. Ideologi ini menentang kepemilikan akumulasi modal oleh 

individu yang memunculkan sistem kelas, yakni kelas borjuis sebagai kaum 

pemilik modal serta kekuasaan, dan kelas proletar sebagai kaum pekerja. 

Kelas-kelas tersebut, menurut komunis, memunculkan kesenjangan kelas 

dan ketidakadilan bagi kaum proletar. Mereka berpandangan, kekayaan 

atau modal sejatinya milik rakyat dan oleh karenanya seluruh alat produksi 

harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat secara merata. 

Menganut paham komunisme tersebut, beradasarkan Tap MPRS 

Nomor XXV Tahun 1966, dengan demikian terlarang di negeri ini. Di sisi 

lain, kata Refly, Pasal 28 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara 

Indonesia memiliki kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, 

karena setiap orang berhak meyakini ajaran dan paham apapun dan 

dilindungi oleh konstitusi. 28 

                                                           
27 Prima Gumilang, “Refly Harun: Ketetapan MPRS soal Komunisme Bisa Dicabut”, dalam 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-

mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut, diakses pada 06 Maret 2019. 
28 Ibid. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut
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Refly menyatakan ada dua kemungkinan untuk mencabut Tap 

MPRS XXV/1966 yang melaran ajaran komunisme di Indonesia, yakni 

lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang mengeluarkan 

kebijakan tersebut, atau via Mahkamah Konstitusi.  Secara teoritis, 

menurut Refly, pencabutan bisa dilakukan di MK lewat pengajuan gugatan 

atau judicial review, sebab materi Tap MPRS tersebut bertentangan dengan 

konstitusi.29 

Tap MPRS XXV/1966 sudah pernah dikaji ulang dalam Tap MPR 

Nomor I Tahun 2003 dengan kesimpulan Tap MPRS XXV/1966 masih 

memuat nilai-nilai dengan mengedepankan prinsip hukum, hak asasi 

manusia, dan demokrasi. Prinsip-prinsip itulah yang diyakini para pegiat 

HAM tak dipenuhi dalam penerapan Tap MPRS tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP TAP MPRS NOMOR 25 TAHUN 1966 TENTANG 

LARANGAN IDEOLGI MARXISME, LENINISME, DAN KOMUNISME DI 

INDONESIA 

 

A. Analisis Eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan 

Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

 

TAP MPR sering kali menjadi topik pembicaraan di kalangan pakar-

pakar hukum di Indonesia, berbagai pendapat mulai dari yang arahnya pada 

dukungan maupun penghapusan terhadap TAP MPR itu sendiri 

Sejatinya, eksistensi TAP MPR dalam hierarki Peraturan Perundang- 

Undangan di Indonesia, Pada Periode UU Nomor 10 Tahun 2004, Ketetapan 

MPR/S tersebut dinyatakan tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan 

perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

tersebut. Periode Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan UU 

yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004. Perubahan 

yang dimunculkan UU ini adalah dikembalikannya Ketetapan MPR/S 

menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang- undangan. 

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga Negara 

yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi dan sebagai penjelmaan 

seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945, MPR mempunyai legal power dan no rival authority. 

Kedudukan MPR dalam Parlemen mengalami pasang surut, setelah 

perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga 
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tertinggi Negara. Anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR tidak berwenang lagi 

menetapkan Ketetapan MPR. Dan fungsi legislasi sepenuhnya dijalan oleh 

DPR dan DPD, sesuai prinsip check and balance. 

Kejelasan tentang TAP MPR masih seringkali diperdebatkan oleh 

paka-pakar Hukum Tata Negara di Indonesia, termasuk Mahfud MD, Yusril 

Ihza, Jimly Ashidiqie, dan lain sebagainya 

Berkaitan dengan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, menurut hemat 

penulis melalui analisis yusridis, TAP MPR tersebut tidak dapat di ganggu 

gugat, karena: 

1. TAP MPR tersebut lahir pada masa-masa pergantian Orde lama ke Orde 

Baru pada tahun 1966, dan dengan konsep hierarki Perundang-Undangan 

tersendiri, dimana pada saat itu MPR sebagai Lembaga tertinggi negara 

yang kemudian bisa menetapkan GBHN sebagai acuan presiden dalam 

memimpin negara, sedangkan saat ini setelah amandemen UUD 1945 tidak 

ada lagi istilah Lembaga tertinggi negara. 

Jadi setelah terjadi perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang 

MPR sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, maka saat ini MPR tidak 

lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur 

dan mengikat umum seperti dulu, karena TAP MPR, harus disesuaikan 

dengan nomenklaturnya yakni “ketetapan”, seharusnya berisi norma yang 

sifatnya hanya penetapan (beschikking) bukan pengaturan (regeling). 

Tidak ada Lembaga yang berwenang mengubahnya kecuali MPR 
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sendiri, hal ini berdasarkan asas a contrario actus yang berarti bahwa yang 

berhak untuk melakukan pengujian ialah lembaga yang membuatnya, 

itupun bukan MPR yang kedudukanya sama dengan lembaga negara lain 

seperti saat ini, tetapi MPR yang berkedudukan sebagai Lembaga tertinggi 

negara sesuai UUD 1945 sebelum amandemen.  

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi hanya 

mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan 

dengan UUD 1945, sebagai mana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C 

ayat (1): bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang 

terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 24A 

UUD NRI Tahun 1945 hanya mempunyai wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 

Dikarenakan di dalam hierarki perundang-undangan pasca 

amandemen TAP MPR dicantumkan di atas UU, maka perdebatan di 

kalangan pakar hukum tidak akan menemui titik temu, Berbeda halnya 

apabila diantara TAP MPR dan UU ditempatkan sejajar atau sederajat 

sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pengujian apabila 

bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke Mahkamah 

Konstitusi. 

2. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, 

Leninisme, dan Komunisme sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, 

Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi memberikan konsekuensi 
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bahwa semua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di 

bawah UUD 1945 harus mengikuti nilai-nilai yang tertuang di dalamnya. 

Apabila peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945, maka berlaku 

asas lex superior derogate lex inferior (hukum yang lebih tinggi 

mengesampingkan hukum yang rendah). Sehingga ketika menempatkan 

TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD 

1945, maka mempunyai konsekuensi untuk dapat diuji apabila 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. 

Penggunaan asas tersebut bisa dibenarkan apabila kita mengacu 

pada ajaran Hans Kelsen mengenai Stufenbau Des Recht atau The 

Hierarchy of Law, yang bermakna bahwa kaidah hukum merupakan suatu 

susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber 

dari kaidah yang lebih tinggi. Sehingga menjadi rancu apabila suatu 

peraturan yang berada di bawah bertentangan dengan yang ada di atas, 

atau yang menjadi dasar pembentukkannya. Begitu juga dengan TAP MPR 

sebagai peraturan perundangundangan yang berada di bawah konstitusi, 

maka tidak boleh bertentangan dan harus diuji dengan UUD sebagai 

konskuensi dari sistem hirarki peraturan perundang-undangan. 

Di dalam UUD NRI 1945, pada pasal 29 ayat (1) menyatakan 

negara berlandaskan atas Ketuhanan yang Maha Esa, pasal ini menjelaskan 

bahwa wajib bagi warga negara untuk percaya dan yakin terhadap Tuhan 

yang Maha Esa dengan kata lain yaitu beragama. Adapun pada pasal 29 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

 

ayat (2) di tetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 

Konsep bernegara di Indonesia ialah wajib beragama, sebagaimana 

dijelaskan pada pasal 29 ayat (1), dan (2) UUD NRI 1945. Sedangkan 

ajaran marxisme, leninisme dan komunisme yang di pelopori oleh Karl 

Marx yang mengatakan Agama adalah candu atau yang aslinya ditulis 

dalam Bahasa Jerman, Die Religion ... ist das Opium des Volkes, Kutipan 

ini berasal dari karya Marx berjudul "A Contribution to the Critique of 

Hegel's Philosophy of Right" yang mulai ditulis pada tahun 1843, berikut 

kalimat utuhnya : 

“Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth 

einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie 

ist das Opium des Volks” 

 

Yang artinya “Agama adalah desahan dari makhluk yang 

terkepung, pikiran dari dunia yang tidak berperasaan, karena itu adalah 

pikiran dari kondisi tanpa akal. Itu adalah candu rakyat” 

Hal inilah yang menjadi ketidaksesuaian dan sekaligus larangan 

untuk warga negara Bangsa Indonesia untuk mengikuti dan menyebarkan 

ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme di Indonesia 

Jadi pada pembahasan di atas, dijadikan argumentasi bagi penulis atas 

masih berlakunya dan sah eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 

tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dalam 

hierarki perundang-undangan di Indonesia. 
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B. Analisis Fiqh Siyasa>h Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang 

Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

 

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi 

Marxisme, Leninisme, dan Komunisme termasuk dalam objek kajian fiqh 

siya>sah dimana dibagi sebagai kajian siya>sah dustu>ri>yah yang disebut juga 

politik perundang-undangan. 

Fiqh siya>sah termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. 

Dengan demikian fiqh siya>sah menduduki peranan yang sangat penting 

dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam fiqh 

siya>sah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku 

secara efektif dalam masyarakat Islam. Apabila tidak ada keberadaan negara 

dan pemerintahan, aplikasi hukum Islam sulit diberlakukan, khususnya 

bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang komplek. Dengan 

fiqh siya>sah pemerintah dapat memberlakukan suatu hukum yang secara 

tegas ditentukan oleh nash Al-Quran, hadis, ijma’, dan qiyas. 

1. Konstitusi 

Siya>sah dustu>ri>yah  memiliki pandangan bahwasanya landasan 

seluruh peraturan negara, baik undang-undang maupun  peraturan 

perundang-undangan harus digali dari Al-Quran dan sunnah. Dengan kata 

lain, seluruh bentuk peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum-

hukum syara’ yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma’ 
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dan qiyas sebagai  pendukung, termasuk TAP MPRS Nomor 25 Tahun 

1966. 

Salah satu sumber konstitusi di dalam Islam ada AI-Quran sebagai 

undang-undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci 

itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan 

sebagai argumen serius tentang konstitusi Negara Islam. Jika dikaitkan 

dengan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yakni yang merupakan prodak 

hukum dan dinilai wajib ada keselarasan dengan Al-Qur'an 

Di dalam Al-Quran diwajibkan bagi seluruh umat manusia untuk 

bertuhan, dan menyembah-Nya dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah 

saw. Sedangkan dalam pandangan ideologi marxisme, agama merupakan 

penghambat terjadinya revolusi mental yang dijadikan cita-cita para 

pengikutnya, karena dinilai agama membatasi seseorang untuk 

berkembang menuju fase kesempurnaan. Dalam pembahasan lain Al-

Quran mengharamkan umat manusia untuk membuat kerusakan di bumi 

dan di langit serta memerintahkan untuk menegakkan keadilan yang 

berujung pada kemaslahatan ummat terhadap sesama manusia.   

Dalam ajaran marxis, memerintahkan untuk menegakkan kesetaraan 

hak bagi kaum proletar dengan melakukan revolusi dan pembantaian 

segala cara terhadap kaum borjuis, hal ini bisa dibuktikan dengan 

mengamati jejak kaum-kaum marxis di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia yang berujung pada peristiwa G30s PKI.  
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Dengan adanya dan berlakunya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, 

ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme dibatasi bahkan dilarang 

untuk dianut dan dikembangkan di wilayah nusantara, yakni dengan 

melarang peredaran buku-buku kiri, pelarangan kajian-kajian marxisme, 

pembubaran ormas yang berhaluan marxis, dan pemberian efek jera 

terhadap para penganutnya, jadi sudah selaras dengan ajaran yang ada di 

Al-Qur’an. 

Sumber konstitusi lainya di dalam Islam adalah sunnah atau hadis 

Nabi saw, menyebutkan bahwa maksiat kepada seorang amir (pemimpin) 

yang muslim dan taat beragama merupakan perbuatan maksiat kepada 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana sabda beliau 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, jadi siapapun jika ada seorang pemimpin 

yang tidak menimbulkan kemaksiatan dan membuat kebijakan yang 

mengarah kepada kemaslahatan ummat dan negara wajib di taati oleh 

seluruh kaum muslim, berbeda dengan pandangan aliran marxisme, 

leninisme, dan komunise yang beranggapan bahwa wajib adanya revolusi 

untuk terciptanya suatu negara dengan kapasitas pemimpin yang 

memimpin negaranya untuk mengarah pada kebijakan-kebijakan 

berhaluan marxis. 

Di dalam pembahasan ijma’ menjelaskan hal yang serupa, 

sebagaimana fatwa Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi rahimahullah 

menjelaskan diantara prinsip aqi>dah Ahlu Al-sunnah al al-Jama>’ah adalah 

tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan 
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pemerintah, meskipun mereka berbuat zhalim. Kemudian tidak 

mendoakan kejelekan kepada mereka dan tidak melepaskan diri dari 

ketaatan kepada mereka dan memandang ketaatan kepada mereka adalah 

ketaatan kepada Allah sebagai suatu kewajiban, selama yang mereka 

perintahkan itu bukan kemaksiatan (kepada Allah). Dan mendoakan 

mereka dengan kebaikan dan keselamatan1. AI-Hafizh Ibnu Hajar 

rahimahullah juga menukil ijma’. Dari Ibnu Batthal rahimahullah, ia 

berpendapat para fuqaha telah sepakat untuk  wajibnya taat kepada 

pemerintah (muslim) yang berkuasa, berjihad bersamanya, dan bahwa 

ketaatan kepadanya lebih baik daripada memberontak2. 

Wajib taat kepada pemerintah Indonesia dalam perkara yang bukan 

maksiat kepada Allah Ta’ala. Tidak boleh memberontak atau 

membangkang meskipun mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, 

sebab kafirnya seseorang karena tidak berhukum dengan hukum Allah 

perlu adanya syarat-syarat yang terpenuhi (shuru al-takfi>r) yaitu dia 

mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia tidak tahu, maka dia 

tidak menjadi kafir karena penyelisihannya terhadap hukum Allah dan 

Rasul-Nya. Syarat kedua yaitu motivasi dia berhukum dengan selain 

hukum Allah adalah keyakinan bahwa hukum Allah sudah tidak cocok 

lagi dengan zaman ini dan hukum lainnya lebih cocok dan lebih 

bermanfaat bagi para hamba.  

                                                           
1Abu Ja’far Ath-Thahawi, Al-Aqi>dah Al-T}ahawi>yah (Mesir: t.p., t.t.), 50. 
2 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Ba>ri (Mesir: t.p., 1439), 13. 
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Selama syarat-syarat itu belum terpenuhi dan penghalang-

penghalangnya belum terangkat maka hukum asalnya ia adalah muslim. 

Jika ia seorang penguasa, berlaku baginya hak-hak seorang penguasa 

muslim 

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bukanlah suatu bentuk prodak 

hukum yang bersifat otoriter seperti yang dituduhkan oleh kaum penganut 

ajaran  komunis pada saat itu, tetapi TAP MPRS tersebut dibuat dengan 

berbagai pembahasan dan pertimbangan yang dilengkapi dengan data-

data yang akurat yang kemudian disahkan oleh lembaga yang sah dan 

sesuai tupoksi dalam amanah UUD, termasuk kajian-kajian siya>sah 

dustu>ri>yah yang di ambil dari hadits-hadits Nabi saw dan ijma’ para 

ulama’. 

2. Legislasi 

Di sisi lain pada pembahasan legislasi islam atau disebut juga 

dengan istilah al-sult}ah al-tashri’i>yah, yaitu kekuasaan pemerintah islam 

dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat 

Islam, dalam hal ini lembaga legislatif di Indonesia yaitu DPR, DPD, dan 

MPR 

Dan MPR selaku sebagai lembaga legislatif pembuat undang-

undang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang di amanahkan 
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kepadanya dengan dibuatnya Tap MPRS Nomor 25 Tahun  1966 tentang 

Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

3. Ummah 

Dalam kajian ummah siya>sah dustu>ri>yah , memiliki ruang lingkup 

yang berlapis. Lapisan pertama, kata umat bisa disamakan dengan 

makhluk Tuhan, sehingga burungpun disebut umat, semut yang 

berkeliaran pun jugs bisa disebut umat dari umat-umat Allah. Lapisan 

kedua, kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan. Lapisan 

ketiga, kata umat berarti suatu kemunitas manusia. Dalam lapisan ini bisa 

dibedakan antara umat Islam dan umat non-muslim, Bahkan makna 

ummah lebih jauh dari itu 

Berbeda halnya dalam pandangan marxis, marxis mengajarkan 

untuk meciptakan kesejahteraan hanya untuk kaum proletar dengan 

melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis, Dengan adanya TAP 

MPRS Nomor 25 Tahun 1966, ideologi tersebut tidak diperkenankan 

untuk berkembang di Indonesia, sehingga kesejahteraan ummah yang 

selaku lingkup jauh lebih besar dari proletary, borjuis, dan nasionalis bisa 

tercipta. 

4. Shu>ra 

Pada pembahasan siya>sah dustu>ri>yah lainya, terdapat keselarasan 

yang akurat terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yaitu shu>ra, 

prodak hukum tersebut disahkan dan dibuat oleh MPR dengan sistem 

musyawarah, MPR bertugas sebagai ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi dan format 
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musyawarah dan obyeknya yang bersifat teknis diserahkan kepada umat 

Islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan 

kebutuhan, dalam hal ini melalui sidang MPR.  

Pada beberapa point pembahasan di atas, penulis berpendapat 

bahwasanya terjadi keselarasan dan kesesuaian antara kajian umum  fiqh 

siya>sah dengan berlakunya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang 

larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan 

untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut: 

1. Eksistensi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia 

sesuai dengan amanah konstitusi dan berlaku hingga saat ini, karena 

munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 

10 Tahun 2004 agar dikembalikannya Tap MPRS menjadi bagian dari 

hierarki perundang-undangan di indonesia, dan tidak ada lembaga yang 

berwenang untuk mengubahnya kecuali MPR sesuai asas a contrario 

actus, tetapi saat posisi MPR pada UUD 1945 sebelum amandemen. 

2. Dalam perspektif fiqh siya>sah dustu>ri>yah, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 

1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

sejalan dengan konsep-konsep utama dalam kajian dustu>ri>yah, yakni 

sesuai dengan ketentuan kontitusi, legislasi, ummah, dan shu>ra  yang 

mengedepankan kemaslahatan ummat, bangsa, dan negara 

 

B. Saran 

Tidak perlu ada lagi berbagai macam peninjauan ulang yang diajukan 

ke ranah hukum, karena ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme 

memiliki sejarah yang buruk bagi para penganutnya, khususnya di 

Indonesia. Selain itu, alangkah baiknya dari lembaga-lembaga tinggi negara 
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termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru melakukan  tindakan-

tindakan preventif lain agar masyarakat tidak terpengaruh dengan mudah 

terhadap ajaran-ajaran serupa. 
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